1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Kota dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat kignan yang dihuni secara
permanen yang warga atau penduduknya membentuklsé&ksatuan hidup yang
lebih besar pengelompokannya daripada sebuah kéenrmarga atau keluarga
luas (Suparlan, 2004: 51). Kota berkembang dargysederhana menuju tingkat
kompleksitas yang makin lama makin beragam. Perkegdn fisik kota diikuti
pula dengan perkembangan kompleksitas kota, yatudyduk yang semakin
padat dan semakin beragam. Keberagaman pendudakikiotidalah dengan

semakin banyaknya penggolongan etnis, ras, aganaasial-ekonominya.

Salah satu faktor yang berperan dalam pertumbubatu kota adalah faktor
sosial yang terutama diwujudkan melalui urbanfsasibanisasi dapat diartikan
sebagai hal-hal yang mencakup arus perpindahanugekddari desa ke kota.
Suparlan (2004b: 53) mengungkapkan pengertian ig@sirsebagai perpindahan
penduduk dari pedesaan ke perkotaan, baik untuletaerdi kota maupun untuk
tinggal sementara, karena ingin menaikkan statsisismelalui pekerjaan dengan

pendapatan ekonomi yang lebih baik daripada yaperdieh di desa.

Kota menjadi pusat orientasi bagi orang-orang yamndambakan sejumlah
fasilitas, kenyaman, dan nilai-nilai yang hanyad#gat di kota. Inilah yang
menjadi faktor penarik bagi para calon pendatanggy#adinya hidup di
lingkungan pedesaan untuk melakukan perpindahatingkungan perkotaan.
Menurut Suparlan (Suparlan, 1980: 291), keputusatakubermigrasi ke kota

diperkuat lagi oleh adanya berbagai berita mengé&ota ataupun mengenai

! Faktor sosial lainnya adalah perpindahan pendudwksatu kota ke kota lainnya yang

bisa terjadi karena alasan ekonomi dan pendidisatain faktor sosial, faktor lingkungan juga
sangat penting dalam menentukan tempat atau lddegi muncul dan berkembangnya sebuah
kota. Hal ini terkait dengan penentuan sebuah aflasebagai tempat kegiatan industri menjadi
faktor penting bagi kemunculan dan perkembangamadelkota. Penentuan wilayah ini pada
akhirnya turut mempengaruhi arus perpindahan parndid kota yang bersangkutan (Suparlan,
2004b: 53-54).
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daerah lain melalui berbagai media massa, darinetaa kerabat yang pernah

pergi ke kota, atau juga dari para calo yang meteaaga kerja di desa.

Suparlan (1980: 292-293, 2004b: 108-109) mengkagatah pendatang di kota
Jakarta, yang pada hakikatnya dapat pula diterap&da kota-kota besar lainnya
di Indonesia. Menurutnya, kedatangan para pendatapat digolongkan menjadi
mereka yang datang ke Jakarta atas usaha serddiriyéang langsung datang ke
Jakarta dari tempat asalnya; dan ada yang barmglataJakarta setelah untuk
sementara menetap di tempat-tempat lainnya), daekaeyang datang dalam
suatu rombongan yang diorganisir oleh calo tenaggkPara pendatang yang
mempunyai teman atau kerabat yang telah beradatdj knereka dapat menjadi
tukang becak menjadi tukang minyak tanah ecerakanw sayur, pembantu,
pedagang kaki lima, dan berbagai pekerjaan di sekifformal lainnya atas

rekomendasi teman atau kerabat mereka itu.

Para pendatang di Jakarta dapat pula digolongkajanienereka yang datang ke
Jakarta untuk tidak pulang ke tempat asalnya (bigs&arena alasan keamanan),
yang datang untuk sementara dalam waktu-waktu ntertesetiap tahunnya
(biasanya pekerja musiman dari pinggiran kota dakadan mereka yang datang
ke Jakarta untuk melihat kemungkinan bagi mempkirbaiaf kehidupan mereka.
Jika mengalami kegagalan di kota Jakarta biasaalygkrgi ke kota atau tempat
lainnya, dan kalau berhasil mereka lalu menetapalarta dan setidak-tidaknya
setahun sekali pulang menengok tempat asalnya.nf@raa pendatang tersebut
dapat digolongkan lagi menjadi mereka yang bujan@ama dan wanita),
bujangan lokal (yang meninggalkan istri dan anakainpung halaman untuk
sementara (Suparlan, 1980: 293)

2 Parsudi Suparlan (2004b: 108-109) lebih jelasngambedakan para pendatang

(khususnya di Kota Jakarta) menjadi lima kategeridasarkan kredibilitas dan tingkat survival
mereka di kota sebagai berikut:

1. pendatang dengan modal uang, mempunyai relasiketaian, dan dengan bekal
pengetahuan keterampilan yang memadai.

2. pendatang tanpa modal, hanya uang untuk biaya rsékpdarnya, tetapi mempunyai
relasi/kerabat/teman yang dapat dimintai tolongn daemiliki keterampilan yang
memadai.

3. pendatang tanpa modal, mempunyai relasi/kerabatfientetapi tidak mempunyai
keterampilan yang memadai.
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Urbanisasi menurut McGee (1971) dapat merubah médbhan struktur
kesempatan kerja di kota (Rusli Ramli, 1992: 45pdnisasi dan pemekaran kota
menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkodatam sektor-sektor
formal kurang mampu menyerap seluruh pertambahgkaten kerja. Sementara
itu, para pendatang guna melangsungkan kehidupanhgeus memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan prikelebihan angkatan kerja
yang tidak tertampung karena banyaknya pendataegyparcepat tumbuhnya
sektor informal yang menjadi alternatif paling cocok dalam mengipad
kehidupan ekonomi di kota (Rusli Ramli, 1992: 175).

Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkbah dleith Hart (1982), dalam
rangka membedakan dua bentuk kesempatan kerja tgad@pat di perkotaan,
yaitu kesempatan kerja di sektor formal dan infdrif@uparlan, 2004b: 78).
Selanjutnya Hart menggambarkan sektor informaktars sebagai angkatan kerja
perkotaan rban labort forcg serta berada di luar pasar kerja yang terorganisi
sehingga kebanyakan diskusi mengenai sektor infcserang berangkat dari ciri-
ciri dualistik yang melekat pada ekonomi perkotdanegara-negara dunia ketiga.
Hal ini menyebabkan istilah sektor informal seritigaitkan pada suatu dikotomi,
dimana ciri-ciri yang satu dengan yang lainnyadidekt belakang yaitu formal dan

informal.

Menurut Breman (1985: 139), kesempatan kerja sekional itu sendiri terdiri
dari pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri sebagaiepgan yang saling berkaitan
dan bagian dari suatu struktur pekerjaan yanggderosasi, secara resmi terdaftar
dalam statistik perekonomian, dan persyaratan kdijadungi oleh hukum
(Somantri, 1989: 3). Sektor formal ini antara ladapat dikaitkan dengan

dikaitkan sebagai buruh upahamage labojy pada pekerjaan permanen seperti

4. pendatang tanpa modal, tidak mempunyai relasi/keftenan, tetapi mempunyai
keterampilan yang memadai.

5. pendatang tanpa modal, tidak mempunyai relasi/keft@inan, dan tidak mempunyai
keterampilan yang memadai.

6.

Sektor informal merupakan istilah yang biasa dakan untuk menunjukkan sejumlah
kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Jan Bremataftd Rusli Ramli, 1992) mengartikan sektor
informal ini sebagaiself employmentatau pekerjaan mandiri yang kurang terorganisipege
penjaja makanan, pedagang kaki lima, tukang bgmadagang kecil, dan lain-lain.

3
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kerja di pabrik, pegawai pemerintah ataupun ingtassansi yang berskala luas.
Sedangkan Kesempatan kerja di sektor informal, abigs dikaitkan dengan
sejumlah pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri reldtdak terorganisir, sulit
didaftar secara resmi dalam statistik perekonomiaersyaratan kerja sukar
dijangkau hukum, dan skala kegiatan kerja terb@aparlan, 1983: 44; Breman,
1985: 139). Sektor informal ini, terutama adalatdgmmang kecil seringkali
berkembang di ruang-ruang perkotaan yang tidakrashga, seperti di pedestrian

dan trotoar, taman-taman kota, maupun di tepi jaukereta api.

Permasalahan urbanisasi dan tingginya laju perthanbopenduduk kota menjadi
persoalan yang utama. Dengan memperhatikan keaenger peningkatan
jumlah penduduk di wilayah Jakarta atau kota mefrzm lainnya, maka aspek
lain yang perlu untuk diantisipasi adalah dampaki ge&rtumbuhan jumlah
penduduk kota terhadap kota-kota di sekitarnyaatSaatu alternatif yang dapat
dilakukan adalah menjadikan kota-kota di sekitatakeetropolitan sebagai
penyanggaluffer zong bagi kota utama (metropolitan) yang diharapkamma
mengurangi ekses dari peledakkan jumlah yang tenegahdi di kota utama
(Wardani, 2001: 65).

Secara administratif, pemerintah telah melahirkaerbégai kebijakan
pembangunan perkotaan sebagai tindakan antisigetifiadap fenomena-
fenomena sosial yang mungkin terjadi, seperti pmreaan kota-kota di sekitar
Jakarta yang disebut Bodetabek, namun masih teddenya perkembangan kota
yang tidak terarah dengan baik. Kota-kota penyarsggek semula dimaksudkan
untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi kotsarbelan kota raya
(metropolis) yaitu untuk mengurangi kepadatan pedoludi Jakarta dan
mendesentralisasikan kegiatan industri di sekitenifgri kota, dan mengubah
orientasi yang semula lebih ditekankan pada wawakanomi menjadi wawasan
sosial (Wardhani, 2001: 84-85). Yang sangat disglyam adalah kota-kota di
sekitar Jakarta lebih sekedar mewadahi limpahadyzkrk. Sistem perekonomian
setempat masih belum mampu menampung potensi td@agapara penduduk

limpahan dari Jakarta maupun pendatang dari ddamahya (masyarakat yang
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berurbanisasi). Akibatnya, limpahan penduduk dalaita tersebut menyebabkan
kelebihan angkatan kerja yang tidak tertampungngeh lagi-lagi mempercepat

tumbuhnya sektor informal.

Salah satu kota yang berfungsi sebagai penyanggaladiah Jabotabek adalah
Kota Depok yang statusnya sebagai Kotamadya dkatapada tanggal 20 April
1999 berdasarkan UU No. 15 Tahun 1D9Bota Depok yang berbatasan
langsung dengan DKI Jakarta ini dalam perkembanganitak terlepas dari
proses industrialisasi dan urbanisasi yang merupaka elemen penting dalam
proses pembangunan suatu kota. Kedekatan lokamiasgeografis dengan kota
metropolitan Jakarta, menjadikan Kota Depok tumgedara cepat. Pertumbuhan
ini dapat dilihat melalui indikasi tingginya jumlgenduduk dimana hingga tahun
2005 penduduk Kota Depok berjumlah 1.374°903

Geliat pertumbuhan dan perkembangan Kota Depokaguzsat terjadi setelah
dibangunnya Universitas Indonesia. Kawasan penalidiyang dibangun di
wilayah Kota Depok sangat mempengaruhi perkembargj@nomi di kota
tersebut, khususnya terhadap perkembangan sektomial yang bergerak dalam
kegiatan jasa dan perdagangan, terutama yang memgiukerbagai fasilitas
penunjang kegiatan pendidikan. Di sekitar wilayaiteKDepok terdapat beberapa
kampus atau perguruan tinggi yaitu, Gunadarma, Baena Informatika, dan

Universitas Pancasila.

Kecenderungan di atas pada akhirnya berpengarula peedmintaan atau
kebutuhan terhadap tanah (lahan) untuk berdagand<ada Depok yang
mempengaruhi peningkatan harga tanah. Hal tersebenyebabkan para
pedagang yang memiliki modal kecil (sektor informjatidak mampu untuk

membeli atau menyewa lahan untuk menjalankan ugahain tempat yang

4 Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DP&ipgéten Bogor, 16 Mei 1994,

Nomor 135/SK, DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Retokan Kotamadya Daerah Tingkat I
Depok dan Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat, 71 1997 Nomor 135/Kep,
Dewan.06IDPRD/1997 tentang Persetujuan Pembentkikéen Madya Daerah Tingkat || Depok
(http://Imww.monitordepok.com/sejarah_depok.php).

° Sumber: SUPAS (Sensus Penduduk Antar SensusapBaukat Statistik, 2005.
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semestinya. Dengan demikian pemanfaatan ruandaitan yang ilegal dianggap
lebih murah dan terjangkau merupakan semata-matssaanya harapan mereka.
Seringkali kegiatan perdagangan ini berkembangadian-lahan yang bukan
sebagai peruntukkan berdagang, seperti di lokdsi lkaa, taman-taman kota,

maupun di bantaran rel kereta api.

Salah satu contoh kasus gejala seperti di ataatagaimanfaatan lahan kosong di
bantaran kereta api di Jalan Sawo yang letaknydekatan dengan Stasiun
Universitas Indonesia — Depok. Kegiatan ekonomiaekformal ini diwujudkan
melalui pendirian bangunan kios-kios dagang baitgylaertembok maupun yang
terbuat dari triplek. Suparlan (2004b) menyebutihiadebagai pola pertumbuhan
pemukiman pitar{bbon building, yaitu pola pembangunan hunian, toko-toko dan
tempat-tempat berjualan, bangunan-bangunan pemlerigang dilakukan di
sepanjang tepi-tepi jalan dan jalur-jalur kereta dp perkotaan maupun di
pedesaan. Dengan kata lain proses pembangunan riaamgangunan ini

senantiasa mengikuti jalan rel kereta api.

Adanya lahan kosong yang seakan-akan dibiarkarengialai dan tak bertuan
membuka peluang bagi para pedagang bermodal lsditar informal) untuk
menjalankan usahanya di sana. Peluang ini bertarnesdr ketika lokasi lahan
yang dimaksud dianggap strategis untuk dijadikawdsan perdagangan dan
pelayanan jasa yang mendukung pendidikan. Aksesddar ke lahan tersebut
menjadi salah satu penentu dalam memilih lokasy y&rategis atau dekat dengan
target pasar. Karakteristik ini menjadikan laham dmngunan sebagai suatu
komoditi dan usaha. Padahal, jika mengacu pada ngadadang Republik
Indonesia No0.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapialam Pasal 35 ayat 2,
seharusnya lahan-lahan di tepi jalur (bantaranjerdta api tidak dapat dijadikan
komoditas karena merupakan jalur kereta api yangerdntukkan bagi
pengoperasian kereta api.

Regulasi yang lebih jelasnya mengenai peruntukkaah bantaran rel tertuang
dalam Pasal 35, 36, 37 dan 38 Undang-Undang Rikdubbnesia No.23 Tahun
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2007 tentang Perkeretaapian yang menjelaskan manjgdur ketera api sebagai
prasarana perkeretaapian. Regulasi ini termasulaldimnya tanah bantaran rel,
beserta kegunaannya sebagai ruang untuk pengaperesieta api (konstruksi
jalan rel dan penempatan fasilitas operasi keaptaserta bangunan pelengkap
lainnya) yang tertutup untuk umum. Selanjutnya walRasal 178 disebutkan
pelarangan membangun gedung, membuat tembok, ptgaygul, bangunan
lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau meagkan barang pada jalur
kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebasmémbahayakan
keselamatan perjalanan kereta api. Dalam pasalet@@pat penjelasan mengenai
pelarangan melakukan kegiatan, baik langsung maudak langsung, yang
dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanguli kereta api yang dapat

mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

Pengaturan mengenai peruntukkan lahan di bantashrseharusnya bersifat
formal (atau diakui secara hukum negara) jika meagesmda UU Perkeretaapian
yang berlaku tersebut. Dengan kata lain, wilayatepl rel berupa lahan kosong
memang merupakan otoritas PT. Kereta Api Indong&id) selaku institusi yang
diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memanfaaliaan tersebut sesuai
dengan peruntukkannya sebagaimana tercantum dataliang-Undang Republik
Indonesia No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaaplemberlakuan Undang-
Undang Perkeretaapian ini memberikan konsekuetsidaegala macam bentuk
penggunaan lahan oleh pihak lain yang bertentanigmgan penjelasan dalam
peraturan tersebut tidak diperbolehkan. Kenyataangyterjadi di lapangan
tidaklah selalu ideal atau sesuai dengan apa yahgrssnya berlaku, dimana
lahan kosong di bantaran rel Stasiun Ul terselyurdikan sebagai tempat untuk
berdagang, dan tidak ada tindakan tegas dari giTakk Al dalam menanggapi

penggunaan tanah tersebut oleh masyarakat umum.

1. 2. Masalah Penelitian
Dalam penelitian ini saya membahas gejala perwujuderagaman perangkat
aturan yang berlaku di Jalan Sawo yang melibatkabetapa pihak yang

berkepentingan dalam konteks pemanfaatan sebuatn.laBejala tertentu di
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lokasi Jalan Sawo, yaitu pemanfaatan tanah PT. HiADalan Sawo untuk
kegiatan perdagangan merupakan faktor utama tedmygukeragaman perangkat
aturan atau kemajemukan hukum. Di satu sisi hukwemmdl berupa UU
Perkeretaapian ditetapkan pada satu lokasi lahalamd penelitian ini adalah
regulasi mengenai peruntukkan tanah di bantaranDiesisi lain terdapat pula
suatu perangkat aturan tertentu yang bertentangagat hukum formal namun
sifatnya lebih aktual dan operasional, yang meminkgk suatu tindakan atau
kegiatan 'terlarang’ di atasnya tetap berlangsitaj.ini tidak terlepas dari akses
yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait, yaitu kemaman yang dimiliki oleh para
aktor yang memiliki kepentingan tertentu dalam asgemanfaatan tanah di
bantaran rel, dan bukannya berdasarkan hak bagk4pimak yang seharusnya
memang memiliki wewenang atas tanah terSelileh karena itu, dalam konteks
sosial ini terwujud pula mekanisme interaksi sosetentu antara pihak pedagang
dan pihak instansi PT. KAL.

Tanah bantaran rel di Jalan Sawo yang berdekataknlg| dengan Stasiun
Universitas Indonesia diklaim sebagai milik PT. K®Remberlakuan UU No. 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 178. Dewngamkian hal ini

berdampak pula khususnya terhadap kegiatan-kegatial dan ekonomi, karena
mempengaruhi kegiatan apa saja yang boleh ataki bioleh dilakukan orang di

atasnya. Tanah yang seharusnya menjadi ruang bgdash kosong) pada
kenyataannya dapat dimanfaatkan sebagai tempatadsrd, bahkan telah
dibangun pula kios-kios bertembok tanpa adanygpsikgas ataupun kekerasan

dari pihak negara (dalam hal ini PT. KAI selakutilmsi pemerintah yang

6 Kajian mengenai hak atas suatu sumberdaya meanp&kjian dari studi properti.

McPherson (1998) mendefinisikan pengakuan sebagaigai hakyangmemungkinkan seseorang
untuk mendapat untung dari sumber daya dengan fp&da hubungan kepemilikan saja (Ribot
and Peluso, 2003: 155). Properti berkembang sebsgmiatu yang secara sosial diakui dan
didukung oleh pengakuan ataupun hak dimana benehggkuan didapat secara formal,
kebiasaan, ataupun konvensi. Selanjutnya disebubkdmva konsep properti dalam kehidupan
sehari-hari membantu dalam mengidentifikasi keadfiarana beberapa orang didalamnya dapat
mengambil keuntungan dari sumber daya tertentu mmeang lainnya tidak dapat mengambil.
Jadi, secara keseluruhan kajian mengenai propertiubungan dengan pemahaman akan hak
(Ribot dan Peluso, 2003: 155-156).
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menguasai tanah tersebut) sehingga para pedagaag tdsa bertahan
menjalankan usahanya di sana.

Undang-Undang Perkeretaapian sebagai suatu bentidamh formal dapat
dikatakan kurang (atau mungkin tidak) operasiorialagangan, karena gejala
yang dapat terlihat adalah adanya praktik sewa-mgaytanah dan bangunan
(kios) diatasnya yang juga melibatkan pihak-pihatern” PT. KAI itu sendiri,
yang dengan kata lain menjadikan tanah bantaradir@hlan Sawo ini sebagai
komoditas usaha. Sebaliknya, praktik sewa-menyewanelahirkan semacam
regulasi baru yang bertolak belakang dengan UUdretkapian di antara pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga kegiap@ndagangan tetap dapat
berlangsung hingga saat ini di atas tanah tersebut.

Dalam rangka membahas permasalahan penelitianbtérsecara rinci, saya
mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagit
1. a. Mengapa terjadi pemanfaatan tanah bantara®TelKAl di Jalan
Sawo untuk kegiatan perdagangan?
b. Bagaimanakah pemanfaatan tanah tersebut unt@giatkn
perdagangan berjalan?
2. a. Pihak-pihak mana sajakah yang berkepentinganteidibat dalam
pemanfaatan tanah tersebut?
b. Bagaimanakan keterkaitan antar-pihak tersetiutsama lain?
3. a. Perangkat aturan apa sajakah yang berlaku asilaki?

Bagaimanakah mekanisme penerapan perangkat natinan
tersebut?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kemajemukan hukum berdasarkan &srag perangkat-
perangkat hukum yang menjadi pedoman interaksiakasitar pihak-pihak
yang berkepentingan dalam usaha pemanfaatan susybelmbrupa tanah,
khususnya tanah bantaran rel PT. KA.
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2. Memperoleh pemahaman mengenai akses yang dimikimhak-pihak yang
berkepentingan, yaitu berdasarkan kemampuan-kermamyang dimiliki,

dalam usaha pemanfaatan tanah tersebut.

1. 4. Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara akademis dihkeapdapat memperluas kajian
mengenai kemajemukan hukum berdasarkan keragamiamhyang terdapat
dalam usaha pemanfaatan tanah. Keragaman hukum terbgntuk dan

terpelihara pada penelitian ini dilihat dengan Kidmenafikan kemampuan-
kemampuan yang dimiliki pihak-pihak yang terlibatlain pemanfaatan tanah,
dikaji dengan menggunakan Teori Akses. Secaraiprgidnelitian ini signifikan

untuk memahami operasionalisasi dari sejumlah péegtraturan yang mengatur

sebuah lokasi fisik/ruang tertentu.

1. 5. Kerangka Konseptual dan Teoritis

Tanah yang dibahas dalam penelitian ini adalathtdatam lingkup administratif,
yang dengan kata lain tercatat secara resmi dinssfpemerintahan batas-batas
fisik, penguasaan dan hak atas tanah tersebut.Kakeima itu, konsep tanah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pengertiamaha yang memiliki
konsekuensi hukum atau secara yuridis. Kata sebitaaah” dalam hukum tanah
dipakai dalam arti yuridis, telah diberi batasasmieoleh Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPAY. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaami b
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 BUR&entuan hukum-hukum

7 UUPA diresmikan oleh Presiden Soekarno pada &ng8¢ September 1960. UUPA
merupakan Hukum Agraria yang bisa diartikan sebafidilum Tanah. Sebelum adanya UUPA
berlaku berbagai perangkat hukum agraria yang bdysu pada hukum adat yang berkonsepsi
komunalistik relijius, hukum perdata barat yang iWdlalistik-liberal, dan hukum bekas
pemerintahan swaparja yang berkonsepsi feodal (Baesbno, 2003: 1).

8 Pengertian agraria di lingkungan administrasi gémahan adalah tanah sebagai tanah
pertanian maupun non-pertanian. Hukum agraria aiibgiada perangkat peraturan Perundang-
undangan yang memberikan landasan hukum bagi peaglsgam melaksanakan kebijakannya di
bidang pertanahan. Administrasi pertanahan meliautah di daratan maupun yang berada di
bawah air, baik air daratan maupun air laut. Peiageagraria dalam UUPA meliputi bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.nbd&latas-batas seperti yang ditentukan
dalam pasal 48 meliputi ruang angkasa. Pengertian meliputi permukaan bumi (yang disebut
tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang beratlawlah air (Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 1).
Jadi pengertian tanah disini meliputi permukaan ibysng ada di daratan dan permukaan bumi
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yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah deguesurd menjadi satu-
kesatuan yang merupakan satu sistem, yang disefnagai "hukum tanah”.
Menurut Lichfield (1980) perhatian hukum tanah teldiepada hak-hak dan
kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki démoiasai dalam berbagai
bentuknya, meliputi kerangka hukum dan institusioye pemindahannya serta
pengawasannya oleh masyarakat (Boedi Harsono, 2003:.Dengan demikian,
Hukum Tanah mengatur hak-hak penguasaan atas tdakm arti permukaan
bumi, bukan mengatur tanah dalam segala aspekagaymhanya mengatur salah

satu aspek yuridisnya.

Adapun letak tanah yang dimaksud dalam penelitatérada di lokasi sekitar
Jalan Sawo, yaitu Kota Depok. Dalam perkembangarms@karang ini tengah
mengalami geliat pertumbuhan kota dengan sangat,psshingga menjadikan
nilai komoditas tanah menjadi tinggi baik untuk mpekiman maupun untuk
kegiatan bisnis. Faktor tanah di perkotaan merupakasalah yang kompleks
karena di satu sisi tanah merupakan sumber alarg katersediannya tetap,
sedangkan di sisi lain kebutuhan akan tanah teresingkat seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk. Bagi masyarakat pagkgttanah memiliki nilai

yang sangat strategis karena seiring dengan pesjalavaktu nilainya terus
meningkat, namun di sisi lain kuantitas tanah yeeigtif tetap dihadapkan pada
adanya tuntutan yang terus meningkat. Hal tersesbbfigaimana diungkapkan
oleh ahli ekonomi aliran klasik David Ricardo (Rétc1981 seperti dikutip oleh

Wardani, 2001: 17), bahwa dari sudut proses pemk@an di perkotaan tanah
dilihat sebagai faktor produksi dimana tanah meésmua karakteristik yang unik,

yaitu memiliki jumlah yang terbatas dan keberadganmerupakan pemberian

dari alam secara cuma-cuma untuk kehidupan manusia.

Perwujudan dari penggunaan tanah di daerah perk@pabila tidak ditangani

secara hati-hati akan menimbulkan ketidakteratusacara fisik/ruang dan

yang berada di bawah air, termasuk air laut. Adapengertian hukum agraria dalam UUPA
merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yaaging-masing mengatur hak-hak
penguasaan atas sumber-sumber daya alam terteiatus(8).
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masalah-masalah sosial yang cukup kompleks. Karstike tanah ini dapat

menimbulkan bermacam masalah sosial, ekonomi, d&n ruang perkotaan.
Dalam keadaan demikian kota berkembang tanpa segestncanaan untuk masa
depan. Batas-batas fisik antara satu jenis pusgiate® dengan yang lainnya
menjadi tidak jelas, sehingga yang terjadi adaldinga saling tumpang tindih
dalam satu wilayah di antara berbagai jenis kegigtng dibutuhkan oleh para
warga kota. Di sinilah perangkat-perangkat atur@mainkan peranan penting

dalam proses terwujudnya keteraturan sosial setef8pparlan, 2004b:87).

Dalam konteks sosial ini, tanah bantaran rel danlabawo contohnya telah
menjadi komoditas yang dapat disewakan oleh piflakkAl. Dengan kata lain,
di sini ada semacam perangkat aturan baru yangotakein berdasarkan
kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait KAT.dan para penyewa) untuk
tetap dapat mempergunakan tanah tersebut. Jikaamenmada hukum formal,
yaitu UU Perkeretaapian, penggunaan tanah bantaghnuntuk kegiatan
perdagangan ini dapat dikatakan sebagai suatuguelean. Akan tetapi, dalam
kajian antropolgi hukum gejala pemajemukan perangkaan ini justru menjadi
salah satu fokus kajian, yang meneliti proses dgoldmentasi terwujudnya gejala

ini.

Hal pertama yang perlu diidentifikasikan adalahrgdaperangkat aturan lain di
luar hukum formal yang berlaku dalam ranah kajr@mmelingkupi mengapa dan
bagaimana perangkat aturan itu berlaku dalam ranggaujudkan keteraturan
sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Perangkatgiat aturan ini walaupun
bukan merupakan produk yang dilegitimasi negaraatajkatakan sebagai
hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnyareka hukum dalam
perspektif antropologi bukanlah terbatas sematambaerwujud peraturan
perundang-undangan yang diciptakan oleh negaate(lav, tetapi juga hukum

dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokab yi@ersumber dari suatu
kebiasaan masyarakatugtomary law/folk layy termasuk pula di dalamnya
mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarsddatrégulation yang juga

berfungsi sebagai sarana pengendalian sdegdl(orde) (Masinambow, 2000:
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1-2). Perangkat aturan informal ini umumnya tidekulis dan berdasarkan atas
kesepakatan sosial/bersama antar pihak-pihak atibat, serta fleksibel dalam

implementasinya.

Friedman (1975) kemudian menyatakan bahwa hukunmsetndiri merupakan
sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu (Wpssansi hukum légal
substance) yang merupakan norma-norma dan aturan yang digmngecara
institusional, beserta pola perilaku para pelakiardasistem hukum; (2) struktur
hukum (egal structure) yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk mekagak
hukum, seperti kepolisian dan peradilan; (3) budayleum (egal culture) yang
meliputi, kebiasaan, cara bertindak dan berpildrapan serta pandangan tentang

hukum dalam masyarakat umum (Masinambow, 2000: 2).

Kondisi yang digambarkan di Jalan Sawo dimana patlkebih dari satu sistem

hukum yang berlaku, yaitu UU Perkeretaapian dempgaangkat-perangkat aturan
yang disepakati untuk melakukan kegiatan perdagamtjadanah bantaran rel,

dapat disimpulkan sebagai perwujudan gejala pkmedi hukum. Pluralisme

hukum secara umum didefinisikan oleh Griffiths (@98) sebagai suatu situasi di
mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secadarngingan dalam suatu

bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk maskpn keberadaan dua atau
lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bi#t@hgdupan sosial, atau seperti
apa yang dikemukakan oleh Hooker (1975: 3) sebsggtu situasi di mana dua
atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satidkglan sosial (Masinambow,

2000: 66-67).

Pluralisme hukum sangat berkaitan dengan kemajemunieesyarakat secara suku
bangsa, budaya, ras, agama, kelas, jenis kelamm Jain-lain. Ada garis batas
yang jelas antara hukum negara dan hukum ralg#t (aw)°, juga di antara
hukum rakyat itu sendiri. Dengan demikian, untulasgitnya Griffiths (1986)

o Istilah hukum rakyatfélk law) merupakan hukum yang tak berasal dari negarairSel

hukum adat, dalam folk law juga termasuk hukum egakebiasaan sehari-hari, kesepakatan-
kesepakatan sosial, atau adaptasi dari semuaiatdlidalam Masinambow, 2000: 68).
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membedakan adanya dua macam pluralisme hukum, plaitalisme hukum yang
lemah (veak legal pluralisth dan pluralisme hukum yang kuadtrfong legal
pluralism) (Masinambow, 2000: 67). Pluralisme hukum yang denadalah
bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipengakui adanya pluralisme
hukum, yaitu adanya hukum lain di luar hukum negakan tetapi hukum lain ini
kedudukannya lebih rendah dari hukum negara, dekgtnlain hukum negara
tetap dipandang sebagai superior. Pluralisme hukamg kuat adalah fakta
mengenai adanya kemajemukan tatanan hukum yangptErddi semua
(kelompok) masyarakat, dimana semua sistem hukurg gda dipandang sama
kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat rkiesgang menunjukkan
sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang |&rtinya di sini setiap hukum

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih/dijadi&anan.

Konsep atau pemikiran pluralisme hukum seyogianigakt dilihat secara
dikotomis antara hukum negara dengan hukum rakigakufm adat, hukum
agama, hukum lokal) dan hukum asing, akan tethprus diposisikan secara
sinergis sebagai relasi interaktif dan saling mempeuhi antara satu dengan
lainnya. Pluralisme hukum dalam perkembangannyaktithgi menonjolkan
dikotomi antara hukum negara dengan hukum rakydaini@n penekanan pada
inter-relasi, interaksi, saling pengaruh, dan gpfidopsi di antara berbagai sistem
hukum negara dan hukum rakyat. Hal ini sebagaindgtemukakan oleh Benda-
Beckmann (1990) bahwa yang menarik bukanlah dapainjakkannya
kemajemukan hukum, tetapi apa yang terkandung deEmajemukan tersebut,
yaitu bagaimana sistem-sistem hukum saling beakgtrsatu sama lain, dan
bagaimana keberadaan dari sistem-sistem hukum ymmggam itu secara
bersama-sama jika berada dalam suatu lapangam Kajigentu (Masinambow,
2000: 69). Dalam penelitian ini, sayapun berupayengkaji keterkaitan antar
sistem hukum yang berlaku di Jalan Sawo, yaituraki yang terjadi antar

perangkat aturan formal dan perangkat aturan irdbdinsana.

Menurut Irianto (2005) Pada tataran individu, eiesisi pluralisme hukum akan

terlihat jika ada seseorang yang menjadi subyeik lgditu sistem hukum. Sistem-
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sistem hukum yang ada akan ditanggapi sesuai dgrggagetahuan, harapan dan
kepentingan, lebih tepatnya budaya hukum, yang li#fimindividu yang
bersangkutan. Oleh karena itu, budaya hukum samgatpengaruhi penentuan
pilihan hukum individu, yaitu aturan-aturan hukumng mana yang dipilihnya
yang memungkinkan ia mendapatkan akses kepada sulayee atau pemenuhan
kepentingannya, dan dengan cara bagaimana pularigadakan pilihan tersebut.

Dengan melihat budaya hukum vyang dimiliki oleh wdi, saya

mengoperasionalkan teori akses dalam menganalisisamsme pemanfaatan
sumber daya oleh pihak-pihak yang pada hakikatidak tmemiliki hak atas

sumber daya yang berupa tanah bantaran rel PT. d{Alalan Sawo. Kajian
tentang akses berhubungan dengan multicara yandikdirmanusia untuk

menggali keuntungan yang sebesar-besarnya dariesudatya. Menurut Ribot
dan Peluso (2003: 156) akses adalah semua yang mgkimkan dimana

seseorang dapat memperoleh keuntungan dari sesuatu.

Ribot dan Peluso (2003) berasumsi bahwa akses ikemdngertian sebagai
kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sesuatuy dalam hal ini

termasuk objek material, orang, institusi, dan simiKemampuan itu sendiri
identik dengan kekuasaan, yang dapat didefinisikandalam dua kalimat,
pertama kapasitas seorang aktor untuk mempengdeutan tindakan orang lain,
dan kedua dari mana kekuasaan itu berasal. Inirtbareenyangkut semua
kemungkinan setiap manusia mampu untuk mengamhittkegan dari sesuatu
hal. Hal ini membawa perhatian kepada jangkauarugdn sosial yang lebih
luas lagi, yang bisa memungkinkan orang untuk mebgakeuntungan dari

sumber daya tanpa terpusat pada hubungan propgati karena properti lebih
berorientasi pada klaim terhadap hak, cenderungldia dengan hukum, aturan,

atau konvensi.

Hubungan akses selalu berubah tergantung dariiposisidu dan kelompok
serta kekuasaan di dalam hubungan sosial yangdrara¢umpulan kekuasaan ini

telah berkembang dalam cakupan yang lebih luas,irdasapat membantu kita
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dalam menggambarkan situasi, dimana beberapa arangpu untuk mengambil
keuntungan dari sumber daya tertentu. Aspek podiki@nomi dari konsep yang
ditawarkan menjadi satu bukti dimana kita bisa magntiindakan sosial dalam
dua hal, yaitu kontrol akses dan pemeliharaan akdeaurut Ribot dan Peluso
(2003) kontrol akses adalah kemampuan untuk beasediengan akses lain,
kemampuan untuk menengahi akses orang lain. Sedangimeliharaan akses
menyangkut sumber daya atau kekuasaan untuk memajeggs sumber daya
tersebut tetap terbuka. Antara kontrol dan pemeldra adalah bersifat
komplementer. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Rilam Peluso, bahwa jaringan
kekuasaan adalah makna dari proses-proses dimatar aapat untuk

mengumpulkan, mengendalikan, dan memelihara aks#sk usumber daya.
Rangkaian proses dan hubungan aktor-aktor dalam gungpulkan,

mengendalikan, dan memelihara akses atas sumberdasgbut sebagai
'mekanisme’ aspek yang terbagi dalam dalam dua #aitu akses yang

berdasarkan hak dan akses yang bersifat struktaratelasional.

Arti dari akses berdasar-hak terbagi atas aksed/legmi (egal accessdan akses
ilegal (llegal accesy Mekanisme akses legal mencakup keterlibatan anakst,
negara, dan pemerintah yang menguatkan klaim.ykthrak didefinisikan oleh
hukum, aturan, atau konvensi yang membentuk kodtol pengelolaan terhadap
akses. Kepemilikan berdasar-hukum mencakup akses lmemegang hak milik
dengan izin dan lisensi dimana pemegangnya dapagenealikan akses. Orang
lain yang tidak memilikinya harus datang pada peanggzin dan lisensi tersebut
untuk memperoleh atau mengelola akses. Namun seeirttapat ambiguitas
dalam hukum, aturan, dan konvensi untuk mengalk&asihak-hak untuk
sumberdaya yang sama pada pihak yang berbeda. Amasigni berlaku apalagi
dimana terdapat pluralisme hukum (Ribot dan Pel2883: 162-163). Dalam
konteks penelitian ini, PT. KAl merupakan pihak gamemiliki otoritas atas
tanah bantaran rel di Jalan Sawo. Dengan demilgatiap pihak yang ingin
mengelola tanah tersebut harus izin terlebih dampdda PT. KAI. Dalam
mekanisme pemanfaatan tanah di Jalan Sawo ini, mpikeak yang

menyewa/mengelola tanah tersebut telah mendapdikansi dari PT. KA,
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Artinya di sini ada semacam perangkat aturan banfor(mal) mengenai

persewaan tanah antara PT. KAl dengan pihak pentaavedn tersebut.

Mekanisme akses ilegal mengacu pada kepentingan kéamtungan yang
diperoleh dari sesuatu dengan tidak secara sa=ma &anksi oleh negara ataupun
masyarakat. Akses ilegal dijalankan secara semimermgbunyi, membentuk
hubungan diantara orang-orang yang ingin berusadadapatkan, mengontrol,
dan mempertahankan akses. Sementara, aksi meegiggdp tidak sah dan korup
oleh penuntut lainnya yang membenarkan hak merekalum hukum, kebiasaan
dan konvensi lainnya (Ribot dan Peluso, 2003: 1l@glam penelitian ini,
pemanfaatan tanah bantaran rel di Jalan Sawo ukégfatan perdagangan
dianggap sebagai sebagai aktivitas ilegal atalk sdh menurut perangkat hukum
formal, vyaitu hal ini Undang-Undang Perkeretaapiadamun kegiatan
pemanfaatan tanah tersebut tetap berjalan karersmyad ada semacam
kesepakatan di dalamnya yang membentuk suatu habufigantara pihak-pihak

yang terlibat.

Mekanisme akses yang bersifat struktural dan kelasipada intinya adalah
bagaimana teknologi, modal, pasar, pengetahuamakekn, identitas sosial dan
hubungan sosial dapat membentuk atau mempengakg®s.a Contoh dari

mekanisme akses yang bersifat struktural danioslalsadalah akses teknologi
(berhubungan dengan fasilitas, alat, dan pencapaiarber daya secara fisik),
akses kapital (berhubungan dengan keuangan dafata@rayang bisa dipakai

untuk produksi), akses pasar (berhubungan dengantwmegan komersil dari

suatu sumber daya), akses kesempatan kerja (beraidengan kemampuan
pekerja dan hubungan Kkerja), akses pengetahuanhufhergan dengan

kepercayaan, kontrol ideologi, dan praktek yangisah, hubungan kekuasaan,
dan harmonisasi ritual), akses otoritas (berhubmimEngan hukum dan jaringan
resmi), dan akses identitas sosial (berhubungagagedistribusi keuntungan dari
sesuatu hal, identitas sosial, keanggotaan dalatu smunitas juga usia dan
jender) (Ribot dan Peluso, 2003: 164-170).
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Analisa akses pada akhirnya bisa membantu kita peegteelitian ini dalam

memahami mengapa beberapa pihak atau institust degraperoleh kesempatan
mengambil keuntungan dari penggunaan tanah di Jaéamo untuk kegiatan
perdagangan, walaupun dalam kenyataannya sebenaengka tidak memiliki

hak atau kekuatan hukum sama sekali atas keberatfmapemanfaatan tanah
tersebut.

1. 6. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan mekanisme aksesgsdpadalam memanfaatkan
tanah di bantaran rel di sekitar Stasiun Univesdit@onesia. Penelitian ini secara
umum menggunakan pendekatan kualitatif. Alasanndigannya pendekatan ini
dikarenakan yang menjadi subjek penelitian ini aldabedagang, koordinator
pedagang, karyawan PT. KAI dan aparat pemerintad@mnngga diperlukan suatu

pendekatan yang dapat meminimalkan jarak antarlipetan informan.

Penelitian yang dilakukan tidak sebatas mengumputia@a dari lapangan saja,
namun juga menginterpretasikan data-data atau ojed diteliti tersebut secara
teoritis dan konseptual. Pendekatan kualitatif nodkmékan pada prinsip-prinsip
umum yang mendasari perwujudan satuan pola gegalg fda dalam kehidupan
manusia (Suparlan, 1994: 4). Data di lapangan men@enting untuk
mengonstruksikan gejala sosial yang ada di lapangdok kemudian dikaji

secara holistik.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukartuk menghasilkan deskripsi
gejala yang terjadi di lingkungan Jalan Sawo dasi8h Ul dengan acuan teori
dan konsep yang telah dirangkaikan dalam sebuadngka acuan. Data di
lapangan kemudian diolah untuk mendapatkan pola-pobakan sosial untuk
membangun teori dan konsep yang akan menjelaskala g®sial di lingkungan

penelitian tersebut.
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1. 6. 1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian didahului denggore-liminary researchketika kuliah Seminar
Rencana Penelitian yang berlangsung selama bularstégtDesember
2007. Penelitian utama dilakukan pada bulan JaiNmrember 2008.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dataykaig didapat secara
primer maupun sekunder yang dilakukan melalui olzsgr atau

pengamatan di lokasi penelitian, wawancara mendad@mgan para

informan dan studi kepustakaan.

1. 6. 1. 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatk
gambaran yang jelas mengenai lokasi penelitian, iakay
perdagangan di sana, dan interaksi yang terjalitaranpara
pedagang dengan orang-orang di lingkungan Stasiur{para
pegawai dan Kepala Stasiun). Pengamatan dilakuid@ma saya
melakukan turun lapangan (turlap) di lokasi peraiit
Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan tedib@na
saya ikut berinteraksi dengan para informan (peuggayaitu
dengan menjadi pembeli atau pelanggan para pedatjasana.
Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi jarak anta@ya sebagai

seorang peneliti dengan para pedagang.

1. 6. 1. 2. Wawancara Mendalam

Wawancar® dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data
yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneli&ngsung dari
informan. Untuk penelitian yang bersifat deskriptifeknik
pengumpulan data yang tepat adaldéld research dengan
melakukan wawanacara mendalam. Wawancara mendalam
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaagsuing

10 Wawancara merupakan bentuk pembicaraan langsangsédling berhadapan antara

peneliti dengan informan yang dilakukan untuk meadkan keterangan dan memahami
pandangan-pandangan informan tentang kehidupanpgagalamannya, atau situasi, yang
dinyatakan dalam bahasa atau kata-kata merekaris@utidan and Taylor, 1984: 32-74).
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kepada informan dan pihak-pihak yang berkompetémuimegan
dengan permasalahan yang diangkat. Selain itumdalawancara
mendalam digunakan pedoman wawancara yang mefppltk-

pokok pertanyaan yang relevan dengan informasi ggreylukan.

Wawancara yang dilakukan pada awal penelitian h&dala
wawancara bebas dan tidak berstruktur pada paragpad di
Jalan Sawo, namun saya tetap menggunakan pandogntelah
disiapkan terkait dengan masalah yang diangkaindalenelitian
ini. Wawancara di awal penelitian ini dilakukan dan sambil lalu
dan dengan diselingi obrolan santai dan ringan aenpgara
pedagang guna membangun raport yang baik. Saya ofmenc
berbaur dengan para pedagang untuk menciptakaniskgrahg
akrab agar informasi yang ingin didapatkan darmfan menjadi
lebih mudah, namun tetap menempatkan diri sebabak pyang
netral agar informasi yang didapat tidak menjadsbMembangun
raport yang baik dengan para pedagang ini jugkukin untuk
mendekatkan dan mempermudah koneksi saya dengammani
selanjutnya yaitu koordinator pedagang di JalandSaang saya
anggap memiliki data dan informasi yang aktualasemenunjang

dalam menjawab masalah penelitian ini.

Langkah berikutnya adalah melakukan wawancara ntemdén-
depht interview dengan menggunakan pedoman wawancara
(wawancara berstruktur) yang telah dirumuskan sebeya
terhadap informan yang telah memenuhi kriteriaekiat tertentu,
terutama untukkey informant dan informan-informan yang
berkaitan dengan instansi dan institusi pemerintBadoman
wawancara digunakan agar pertanyaan yang diajukéoktis dan

tidak melebar dari masalah penelitian yang diangkéwancara

1 key informantsaya anggap mengetahui paling banyak informasangnsituasi dan

kondisi secara fisik dan sosial lokasi penelitian.
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berpedoman bertujuan untuk memperoleh informasisksudan
bukannya untuk memperoleh respons atau pendapagemain
sesuatu masalah (Suparlan 1994: 6), seperti metepardormasi
sejarah berdirinya Stasiun Ul dan kios dagang @inJ8awo, dan

lainnya.

1. 6. 1. 3. Studi Kepustakaan

Selain melakukan wawancara mendalam, saya juga ariesata
dan informasi yang dapat mendukung tema peneliiemelalui
studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapadicambaran
tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalgduag diteliti.
Data yang diperoleh merupakan data sekunder ataupaiean
data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, ydiperoleh dan
disajikan oleh pihak lain (Suparmono, 1993: 11)taBb@ata ini
diperoleh dari hasil bacaan saya melalui buku-blikeratur,
jurnal, tulisan-tulisan, berita-berita dan has#si penelitian, serta
peraturan-peraturan formal/negara atau perundadgAgan yang

terkait dengan fokus permasalahan.

1. 6. 2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di kawasan dagangatiin Sawo, yaitu
kawasan di bantaran rel kereta api di sekitar Gtaldniversitas Indonesia
yang terletak di Kota Depok. Adapun alasan menkiitvasan ini sebagai
lokasi penelitian, berkaitan dengan latar belakzgrgnasalahan dan tujuan
umum pembahasan skripsi. Dengan demikian diperlitdeasi penelitian
yang memiliki ciri kota penyanggah ibukota, pemharan kota yang
relatif pesat dan mengundang para pendatang urgakukim terkait
dengan berdirinya institusi pendidikan, terdapatyl& orang-orang yang
menggeluti pekerjaan sektor informal, dan terdamatuihak-pihak yang
berkepentingan yang terlibat dan memiliki aksesamiaimemanfaatkan
tanah yang bukan merupakan hak mereka terutamaseldbr informal

tersebut.
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Persyaratan-persyaratan di atas dapat terpenuhi kmsasan dagang di
Jalan Sawo yang menggunakan tanah bantaran rebkapé di sekitar
Stasiun Universitas Indonesia. Lokasi ini terdagiakKota Depok yang
perkembangannya dipengaruhi oleh perkembanganJeétata baik fisik,

demografi, maupun struktur masyarakatnya.

1. 6. 3. Kriteria Pemilihan Informan

Informan-informan yang dipilih untuk memperoleh alatan informasi
dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategosial yaitu, beberapa
pedagang, koordinator pedagang ("pengembang’yak&T setempat,
pihak PT. KAI, pihak Universitas Indonesia, darai@b pemerintahan
(Pemerintah Kotamadya Depok).

Pedagang yang dipilih menjadi informan adalah neerglkng telah
berdagang di lokasi penelitian selama tiga tahamena dianggap telah
mengetahui tentang keadaan dan kondisi di Jalano.S&elain itu

dilakukan juga kategorisasi berdasarkan jenis t¢in@alagang, yaitu kios
bertembok (semi-permanen), kios auning/triplek (permanen), dan
pedagang yang menjajakan barang dagangannya aset@l bagian depan
kios semi-permanen. Untuk memenuhi kriteria infanarE@orman ini,

maka dipilih satu orang informan dari setiap kategedagang dan telah
berjualan di sana selama lebih dari tiga tahun.a@aog dari kategori
pertama adalah FT, yang kedua adalah AT, dan katiegfiga adalah IR.

Sedangkan untuk koordinator pedagang, yaitu NGg yaenjadi salah
satu "mata rantai” antara pihak pedagang dengan WAL Saya
menetapkan NG sebaghkey informantdari penelitian ini. Perkenalan
dengan NG didapat melalui prosedur bergulir, dernggaa keepedidapat
melalui IR salah satu pedagang yang menjadi infarm&aya
diperkenalkan kepada NG setelah terlebih dahullakaé&bn pendekatan

dan wawancara pendahuluan dengan IR

Universitas Indonesia

Gejala kemajemukan hukum..., Budiarsih Pramasweri, FISIP Ul, 2008



23

Ketua RT perlu dijadikan informan untuk mendapatkdata yang
mendukung mengenai pemanfaatan lahan, karena Salao dan Stasiun
Ul masih berada dalam lingkup wilayah Rukun Tetanggang
bersangkutan, yaitu RT. 02, RW. 07, Kelurahan Pkn@ma. Melalui
Ketua RT. 02 ini saya mengumpulkan data yang mkmiklevansi
dengan mekanisme izin yang diberikan Ketua RT sal@gmimpin dalam
lingkup lokal terkait dengan pemanfaatan lahan yamasih menjadi

wilayahnya untuk dijadikan tempat berdagang.

Informan dari pihak PT. KAl adalah Kepala Stasiuhs&karang ini dan
mantan Kepala Stasiun Ul (periode 1999-2007) yaaggdiap kompeten
dalam memberikan data maupun informasi karena sefakak yang
memegang jabatan di tingkat lokal (stasiun) seldanggngetahui seluk-
beluk kondisi di sekitar stasiun. Selain itu sayenoari informasi dengan
mewawancarai Kepala Humas Daerah Operasi (Daom@kartd selaku
pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atasatdamperasi di
lingkungan PT. KAI untuk Divisi Jabotabek (khusuanmyntuk perlintasan
KRL Bogor-Kota, dimana Stasiun Ul berada).

Data dan Informasi yang didapat dari pihak Unitassiindonesia yaitu
dengan memilih informan dari Sub. Direktorat Pealzein dan
Pemeliharaan Aset. Untuk memperoleh informasi ydipgriukan saya
mewawancarai salah satu karyawan yang mengurusitamie kampus,
SL, jadi dapat diketahui tanah bagian mana saja yaanjadi aset Ul
mengingat letak kampus yang berdekatan dan bedratasgsung dengan

Stasiun Ul dan bantaran rel sekitarnya.

Informan dari institusi pemerintah adalah aparaméttah Kota
(Pemkot) Depok dari Dinas Tata Kota dan Bangunaria KDepok.
Informasi yang diperoleh melalui wawancara yangakdikan dengan
Kepala Seksi Izin Pemanfaatan Ruang, yang merup8kan Dinas Tata
Kota dan Bangunan Kota Depok. Hal ini dilakukangianpertimbangan
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bahwa kawasan Jalan sawo dan Stasiun Ul yang mdokadi penelitian
berada dalam Kota Depok, sehingga segala sesuaty yerhubungan
dengan pemanfaatan ruang dan pendirian bangunas di&onfirmasikan
(memohon izin) kepada pihak Pemkot dan tunduk tepgeraturan yang

ditetapkan oleh Pemkot.

1. 7. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian

Masalah utama dalam penelitian ini adalah sulitmgaggali informasi mengenai
keterlibatan oknum pemerintah dan PT. KAI dalam lpenan izin pemanfaatan
tanah bantaran rel dan pendirian bangunan kiogadnga. Hal ini dikarenakan
masalah tersebut merupakan masalah yang sensigh&amelibatkan aparat
pemerintah dan pejabat PT. KAI. Kedua belah pitslk dari pihak PT. KAl
maupun pihak pemerintah, saling melempar tanggavepl) atas berdirinya
bangunan kios-kios di bantaran rel kereta api.

Kesulitan lainnya datang dari kelompok pedagangyada dibutuhkan waktu
yang agak lama untuk meyakinkan informan agar dangstgungkapkan apa yang
dialaminya dengan lebih jujur dan terbuka. Biasapsea pedagang takut pada
NG selaku koordinator usaha perdagangan merekanka\& bersuku bangsa
Batak. Dalam pemikiran para pedagang tersebutgoBatak memiliki stereotip
galak, pemarah dan tidak kooperatif, sehingga &etiltanyai menyangkut
kepemilikan kios dan mekanisme sewa-menyewanydaértlan terkesan takut-
takut. Hal ini dikarenakan informasi yang saya aagrupakan "dapur’ yang
merupakan masalah sensitif bagi NG, sehingga jikarek informasinya takut
akan mengganggu NG yang kemudian akan berpengerfadap kelangsungan
kegiatan berdagang mereka di wilayah itu. Adanyacama penutupan dan
penggusuran di wilayah tersebut oleh pihak Ul untudndukung didirikannya
stasiun bertaraf internasional turut mempersulitgoenpulan data. Saya sempat
mengalami situasi tidak mengenakkan dari para @edpgang mungkin berpikir
bahwa saya adalah mata-mata atau orang kampustgdifiat dalam masalah
penggusuran tersebut. Dengan melakukan pendekatarg yntens guna

membangun raport yang baik, barulah saya dapatird#éekehadirannya dan
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dipercaya sebagai mahasiswa yang sedang menyuspsi,skalaupun masih ada
beberapa pedagang yang bersikap kurang ramah atsdikan saya yang
berlama-lama di sana.

Setelah membangun raport yang baik dengan paraggeda saya baru bisa
berkenalan dengan NG yang ternyata tidak seseramy y#bayangkan dan
diceritakan. Pada awalnya NG sulit ditemui kareresilbukannya, terutama
kesibukannya untuk kegiatan keagamaan, namun iafiryang diperoleh cukup
mudah karena NG cukup terbuka, kecuali untuk hbkdréentu seperti masalah
besarnya nominal uang yang berada dalam perpusemaa-menyewa kios untuk
diserahkan pada PT. KAl melalui Stasiun Ul sertaabgya pembagian uang

untuk Stasiun Ul (KS dan karyawan-karyawannya) wank dirinya sendiri.

Urusan surat-menyurat yang menjadi bukti otentigajsulit diperoleh. Ketika
ditanya mengenai keberadaan surat izin dan peajakpntrak tanah dengan PT.
KAI, NG mengaku menyimpannya, namun ketika saya mmuntuk melihat
surat tersebut ia tidak dapat menunjukkannya dersdasan ditumpuk dalam
berkas-berkas surat lainnya sehingga sulit didaari kesemua kesulitan dan
hambatan yang dialami, bagian tersulit adalah umekdapatkan data otentik
dari informan, yaitu surat-menyurat dan sertifikaik dari pihak PT. KAI, Ul,
maupun koordinator pedagang, sehingga saya mengatasulitan untuk

melampirkan data-data tersebut.

1. 8. Sistematika Penulisan
Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri atas bmlakang, masalah penelitian,
tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keraagbemikiran, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

Bab Il adalah Gambaran Umum yang berisi mengeeakrigpsi PT. KA,
deskripsi Kota Depok dan lokasi penelitian. Pada Badikemukakan gambaran
umum mengenai profil PT. KAI, Kota Depok dan jugaMasan Stasiun Ul serta

Jalan Sawo yang menjadi lokasi penelitian. Maksudrdukakan gambaran
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seperti ini adalah untuk memberikan kejelasan mmeaigekonteks dimana
permasalahan skripsi dicoba dicari jawabannya plardgan. Uraian mengenai
gambaran umum dibagi atas tiga, yaitu uraian mexigaofil PT. KAI, deskripsi
Kota Depok, serta Lokasi Stasiun Ul dan Jalan Sawo.

Bab Il merupakan Deskripsi Temuan yang berisi ne@ag data-data yang
didapat di lapangan dan dari hasil bacaan berikiitp&n pernyataan para
informan yang berkaitan dengan masalah peneligab Il dibagi atas lima

uraian. Uraian pertama menjelaskan mengenai persaelianah yang dilakukan
di lokasi Kampus Ul dan tanah bantaran rel di sekdtasiun Ul terkait dengan
pembangunan Kampus Ul dan prasarana kereta apilajia tersebut. Uraian
kedua adalah status tanah di bantaran rel darkdsilgpenelitian. Uraian ketiga
menjelaskan mengenai pemanfaatan tanah di bantalalyang seharusnya
kosong. Uraian ini memberikan penjelasan bahwaht&wsong di bantaran rel
yang selama ini dianggap tidak berguna atau temamérnyata memiliki

peruntukkan dan fungsi tersendiri, sehingga sehgeusnasyarakat umum tidak
boleh dengan leluasa memanfaatkannya, akan tetam Yerjadi di lapangan
adalah sebaliknya. Uraian keempat berisikan inferntaengenai asal mula
berdirinya wilayah perdagangan di Jalan Sawo. Sebehembicarakan masalah
mekanisme perizinan pembangunan kios di Jalan Saeya terlebih dulu

menjelaskan mengenai sewa-menyewa tanah dan izimalamekan usaha di

lingkungan PT. KAI Divisi Jabotabek. Uraian kelimadalah mengenai

mekanisme sewa-menyewa kios di lingkungan pedagangan "pengembang”.
Selanjutnya juga dijelaskan mengenai retribusi &tyaran serta kewajiban yang
harus dipenuhi para pedagang selaku penyewa kitsk wdapat menjalankan
usahanya di Jalan Sawo.

Bab IV adalah Analisis Masalah yang menggunakansépndan teori dalam
menganalisis data-data yang didapat dari peneliffenulis membagi bab ini
menjadi tiga uraian. Uraian pertama berisi mengenpiementasi peraturan atau
hukum formal di lapangan, baik bagi masyarakat roaumparat negara.

Pembahasan ini menekankan pada penerapan danjkaie@mnaturan formal yang
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ditetapkan berkitan dengan penggunaan tanah ban&rBT. KAI di Jalan Sawo.
Uraian kedua adalah mengenai terbentuk dan tegpatiga perangkat-perangkat
aturan informal yang berlaku bagi para pedagantpldin Sawo dan pihak-pihak
yang terlibat lainnya.Uraian ketiga atau yang temakmembahas mengenai
mekanisme keterkaitan antar perangkat-perangkatratiormal dan informal

terkait dengan pemanfaatan tanah bantaran rel RTdKJalan Sawo.

Bab V adalah Penutup yang dapat memberikan jawdheammasalah penelitian
yang diajukan. Pada bab ini dikemukakan alasan yézg menjadi penyebab
terjadi penggunaan tanah PT. KAI di Jalan Sawokukégiatan perdagangan dan
bagaimana mekanisme itu berjalan. Bab penutupugm nengemukakan pihak-
pihak yang terlibat didalamnya dan keterkaitanrdaea mereka, serta perangkat

aturan angkat aturan-aturan tersebut.
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